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Adapun judul penulisan skripsi ini tentang perjanjian pemborongan
pekerjaan yang mana permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai hak dan
kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dan juga
penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Adapan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas
permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan metode penelitian dengan
kepustaanyaitu mengambil bahan-bahan kuliah, dari buku, pendapat para sarjana
dan pendapat ahli dan dengan kelapangan dalam hal ini adalah dengan mengambil
putusan yang terkait tentang sengketa perjanjian pemborongan kerja dalam hal ini
Putusan No. 70/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan kerja, maka
pihak pemborong memiliki kewajiban : Melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan
dan isi dari perjanjian pemborongan kerja yang dibuat oleh masing-masing pihak,
Jika bahan pembangunan borongan kerja disediakan pihak yang memborongkan
maka pemborong hanya membangun dan menyelesaikan pekerjaannya, jika bahan
tidak disediakan maka pihak pemborong berkewajiban menyiapkan segala
keperluan alat dan bahan yang diperlukan untuk membangun sebuah pekerjaan;
Melakukan dan menyelesaiakan pekerjaan tepat waktu sesuai kesepakatan
masing-masing pihak. Hak pemborong adalah:Mendapat upah atau bayaran sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu kita juga harus melihat hak dan
kewajiban dari pihak yang memborongkan: Pihak yang memborongkan
berkewajiban menyediakan bahan jika dalam perjanjian pemborongan kerja pihak
yang memborongkan yang menyediakan; Pihak yang memborong berkewajiban
membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan hasil pekerjaan pemborong. Hak
yang memborongkan adalah  Berhak mendapatkan hasil yang bagus dan
memuaskan dalam hal selesainya pekerjaan pemborong;

Bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian
pemborongan pekerjaan dapat diselesaikan dulu melalui jalur pengadilan yaitu
dengan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Namun, jika cara-cara
tersebut diatas juga belum berhasil maka penyelesaian sengketa wanprestasi
perjannjian pemborongan kerja dilanjutkan pada proses hukum, dengan kata lain
maka sengketa atau permasalahan yang dihadapi masuk kepada proses hukum di
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam kasus ini
pada Pengadilan Negeri Medan.
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